BABYV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Presidential
Threshold Berdasarkan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dan Putusan MK No.
70/PUU-XIX/2021 pada Pilpres 2024, dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Dampak Presidential Threshold terhadap Keterwakilan Politik
Penerapan presidential threshold dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun
2017 membatasi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Ketentuan ini lebih menguntungkan partai besar, sementara partai
kecil harus berkoalisi untuk bisa mengajukan calon. Akibatnya,
keberagaman pilihan kandidat dalam pemilu berkurang, dan hal ini
berpotensi menghambat keterwakilan politik yang inklusif

2. Implikasi Putusan MK terhadap Prinsip Keadilan dan Demokrasi
Putusan MK No. 70/PUU-XIX/2021 mempertahankan ketentuan
presidential threshold dengan alasan stabilitas pemerintahan.
Namun, hal ini menimbulkan pro dan kontra, karena dinilai
membatasi hak Konstitusional partai-partai kecil dan calon
independen dalam mencalonkan diri

3. Alasan Penghapusan Presidential Threshold setelah Pilpres 2024
Setelah Pilpres 2024, muncul dorongan kuat untuk menghapus
presidential threshold. Alasan utama adalah pertama , Ketimpangan
dalam sistem demokrasi Hanya partai besar yang memiliki
keleluasaan mencalonkan presiden, sementara partai kecil kehilangan
kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Kedua Pengurangan alternatif
pilihan bagi rakyat dengan hanya dua pasangan calon yang biasanya
bersaing, masyarakat kehilangan kebebasan memilih pemimpin yang

lebih beragam. ketiga, Meningkatkan partisipasi politik Penghapusan

77



5.2 Saran

78

presidential threshold dapat membuka peluang bagi lebih banyak
calon potensial untuk maju, sehingga meningkatkan keterlibatan
publik dalam pemilu.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, ketentuan presidential threshold
ini tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam
politik, terutama terkait keterbukaan, keadilan, dan kebebasan dalam
memilih pemimpin. Konsep siyasah dusturiyah menekankan bahwa
pemilihan pemimpin harus berdasarkan kemampuan, kejujuran, dan
kemaslahatan bagi umat, bukan karena aturan yang menghambat
partisipasi calon potensial. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih
lanjut untuk merancang sistem pemilu yang lebih representatif dan

adil.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Presidential
Threshold Berdasarkan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dan Putusan MK No.
70/PUU-XIX/2021 pada Pilpres 2024, maka penulis dapat memberikan saran

sebagai berikut :

1.

Revisi UU No. 7 Tahun 2017 terkait Presidential Threshold Pemerintah
dan DPR perlu melakukan kajian ulang terhadap Pasal 222 UU No. 7
Tahun 2017 dengan mempertimbangkan kemungkinan penurunan
ambang batas atau bahkan penghapusannya. Revisi ini diperlukan
agar sistem pencalonan presiden lebih demokratis, tidak hanya
menguntungkan partai besar, tetapi juga memberi kesempatan bagi
partai kecil dan calon independen.

Membuka Ruang bagi Partai Kecil dan Kandidat Independen Untuk
mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif, partai kecil sebaiknya
diberikan akses yang lebih luas dalam pencalonan presiden. Salah satu
opsi yang bisa diterapkan adalah: pertama Menurunkan angka
presidential threshold dari 20% kursi DPR atau 25% suara nasional

menjadi 10-15% agar lebih banyak partai yang bisa mencalonkan
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kandidat. Kedua, Menghapus threshold bagi calon independen,
sehingga warga negara yang memiliki elektabilitas tinggi bisa ikut
serta dalam pemilu tanpa harus terikat dengan partai politik.

. Meningkatkan Partisipasi Publik dan Pengawasan dalam Reformasi
pemilu , Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam perumusan
kebijakan pemilu agar sistem pemilu lebih transparan dan
mencerminkan kepentingan rakyat. Edukasi politik yang lebih luas
diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai
dampak presidential threshold terhadap demokrasi. Selain itu, peran
Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus diperkuat dalam mengawasi
kebijakan pemilu agar tetap adil dan demokratis.

. Evaluasi Peran Siyasah Dusturiyah dalam Sistem Pemilu Indonesia
Untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas politik dan
demokrasi inklusif, perlu dikaji lebih dalam bagaimana penerapan
prinsip siyasah dusturiyah dalam sistem pemilu Indonesia. Prinsip ini
menekankan bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan kriteria
keadilan, kemaslahatan umat, dan kemampuan, bukan hanya

berdasarkan kepentingan partai besar.
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